PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 37
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,PEGAWAINEGERI
SIPIL, NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan belanja
perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37
Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran
2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,
Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran
2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);



Memperhatikan

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan  Keuangan Daerah dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437),sebagaimanatelahdiubahbeberapa
kali,terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar(Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 37 TAHUN
2012 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun
2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1)diubah sehingga berbunyi :

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS, PTTkecuali Sopir yang

akan melakukan Perjalanan Dinas, baik Perjalanan Dalam Daerah maupun

Perjalanan Luar Daerah yang dibayarkan berdasarkan :

a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan
biaya riil;

b. uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal
pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :
Sewa Kendaraan dalam kota,biaya transportasi, dan biaya
penginapandibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar satuan biaya
perjalanan dinas.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
Apabila berdasarkan bukti pembayaran terdapat selisih lebih, maka yang
bersangkutan harus mengembalikan, jika kurang maka bendahara pengeluaran
wajib menambahkan sesuai bukti dan jika yang bersangkutan tidak dapat
membuktikan pengeluaran biaya transportasi berupa kwitansi, maka
pertanggungjawaban dapat berupa daftar rincian pengeluaran riil yang
ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagaimana format terlampir.



4. Lampiran I, III, IV, VI, VII dan VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Mei2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggall Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 18



